BAB VI
SARAN
Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di

Apotek Kimia Farma 603 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKP hendaknya calon apoteker membekali
diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan
pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang
kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP
calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara
efektif dan efisien.

2. Pemberian konseling sebaiknya dilakukan di tempat yang terpisah
untuk menjaga rahasia kefarmasian pasien serta memberikan
kenyamanan pasien.

3. Meja peracikan sebaiknya diperluas dan alat-alat peracikan ditambah.
Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kepada pasien
mengingat resep racikan yang masuk, terutama pada malam hari,
cukup banyak.

4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien
mengerti cara penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan
dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat
sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang
diharapkan.

5. Sebaiknya koleksi majalah, leaflet, brosur, dan buletin kesehatan
ditambah agar memperkaya pengetahuan pasien.

6. Meningkatkan fasilitas untuk kenyamanan pasien, misalnya seperti
toilet umum dengan saluran air yang bersih

7. Menambah dan mengevaluasi jumlah item produk obat yang tersedia
sehingga image bahwa Kimia Farma Gedangan memiliki obat-
obatan lengkap dapat terjaga di mata para pelanggan.
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